DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

JI. Sunan Bonang No. 01 Sumber 43611 Telp. (0231) 321259 TFax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 15 TAHUN 2004
TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang . a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tabun
2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD dipandang perlu Keputusan
DPRD Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD
Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD
Nomor 18 Tahun 2005 untuk diadakan perubahan dan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu
ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat - 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara

tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251).
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. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4277).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4310).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4380).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 {entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah.

Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).

- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirecbon Nomor

15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Cirebon.
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13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor
18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten
Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentng Pecraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 4 Juli 2006.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN DPRD NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PERATURAN
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI]
KABUPATEN CIREBON.

PASAL ]

Beberapa ketentuan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
DPRD Nomor 18 Tahun 2005, diubah sebagai berikut :

L.

Ketentuan Konsideran Mengingat dalam Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Keputusan DPRD Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib
DPRD Kabupaten Cirebon setelah angka 9 ditambah 1 (satu) angka yakni  angka 10 baru,
schingga angka 10 lama menjadi angka 11 baru berbunyi sebagai berikut :

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004
tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di anlara‘éyﬂat (5) dan ayat (6) Pasal 16 disisipkan 1 (satu ) ayat yakni ayat (5a), schingga
Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Calon Pimpinan DPRD yang mendapat suara terbanyak sccara berurutan sesuai dengan

jumlah unsur Pimpinan DPRD, ditetapkan scbagai Ketua dan Wakil Ketua-Wakil
Ketua DPRD.
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Dalam hal pada urutan pertama calon Pimpinan DPRD terdapat lebih dari satu orang
yang memperoleh suara yang sama, untuk menentukan Ketua DPRD dilakukan

pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara yang sama, schingga calon

'yang mendapatkan suara terbanyak pertama menjadi Ketua DPRD dan terbanyak kedua

menjadi Wakil Ketua DPRD.

Dalam hal pada urutan terakhir calon Pimpinan DPRD terdapat perolehan suara yang
sama, untuk menentukan urutan Wakil Ketua dilakukan pemilihan ulang terhadap calon
yang memperoleh suara yang sama, sehingga calon yang mendapatkan suara terbanyak
pertama menjadi Wakil Ketua urutan pertama dan yang memperoleh suara terbanyak

kedua menjadi Wakil Ketua urutan kedua.

Calon Ketua dan Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD Terpilih ditetapkan dengan

Keputusan DPRD dan diresmikan oleh Gubernur atas nama Presiden.

Peresmian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur atas nama Presiden.

Pimpinan DPRD yang telah terpilih dan diresmikan pengangkatannya tetap

melaksanakan tugas sebagai Pimpinan sampai berakhir masa jabatan.

Pimpinan DPRD scbelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Masa jabatan pimpinan DPRD mengikuti masa jabatan anggota DPRD.

Ketentuan Pasal 40 diubah, schingga Pasal 40 berbunyi scbagai berikut :

Pasal 40

(1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu sebagai anggota karena :

a.
b.

C.

meninggal dunia;
mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan

diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.

2) Anggoia DPRD diberhentikan antarwaktu karena :

a.

d.

o]

tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sccara
berturut-turut selama 6 (enam) bulan:

tidak lagi memenuhi syarat scbagai Anggota DPRD;

dinyatakan melanggar sumpah/janji dan/atau melanggar Kode Etik DPRD:

{idak meclaksanakan kewajiban anggota DPRD;

melanggar larangan bagi anggota DPRD: dan

dinvatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana paling

sedikit 5 (lima) tahun penjara atau lebih.



4. Ketentuan Pasal 49 di antara ayat (5) dan ayat (6), disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a)
schingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 49

Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk
oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Pemilihan anggota Panitia Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya pimpinan

DPRD, Komisi-komisi, Panitia Anggaran dan Fraksi.

Panitia Musyawarah terdiri atas Pimpinan DPRD dan unsur-unsur Fraksi berdasarkan

perimbangan jumlah anggota, seluruhnya berjumlah 19 orang.

Ketua dan Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Pantia
Musyawarah merangkap anggota.

Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna.

Masa penempatan dalam Panitia Musyawarah diputuskan dalam Rapat Paripurna

DPRD pada awal tahun anggaran.

Sckretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Musyawarah bukan

anggota.

Ketentuan Pasal 51 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (9), schingga Pasal 51 berbunyi sebagai

berikut :

(1

(2)

3)
4
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Pasal 51

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk olch
DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, harus menjadi anggota salah satu
Komisi.

Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 4 (empat) Komisi.
Jumlah anggota setiap Komisi diupayakan sama, sebanyak 10 atau 11 orang.
Penempatan Anggota DPRD dalam Komisi-komisi dan perpindahan ke Komisi-komisi
didasarkan atas usul Fraksinya.

Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan
dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Masa penempatan anggota dalam Komisi dan perpindahan ke Komisi lain, diputuskan
dalam Rapat Paripurna DPRD pada awal tahun anggaran.

Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Komisi yang

digantikan.



(9) Masa tugas Komisi ditetapkan paling lama dua sctengah tahun.
. Ketentuan Pasal 56 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

(6) Masa keanggotaan Panitia Anggaran dapat diubah pada sctiap awal tahun anggaran.

- Ketentuan Bagian Keempat Penetapan APBD Pasal 122 diubah, schingga Pasal 122 berbunyi

sebagai berikut :

Bagian Keempat

Penyusunan dan Penctapan APBD
Pasal 122

(1) Penyusunan dan penetapan rancangan peraturan dacrah tentang APBD dilakukan scsuai

dengan Peraturan Tata Tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.

(2) Penyusunan dan penctapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada
kesesuaian antara kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara

dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daecrah

tentang APBD.

. Di antara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 122 A, Pasal 122 B,
Pasal 122 C, Pasal 122 D dan Pasal 122 E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 122 A

(1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun

dengan Peraturan Daerah.
(2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

(3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain

pendapatan yang sah.
(4) Belanja dacrah dirinci menurut organisasi. fungsi, dan jenis belanja.
Pasal 122 B

(1) APBD disusun scsuai dengan kebutuhan penyclenggaraan pemerintahan dan

kemampuan pendapatan dacrah.
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Penyusunan Rancangan APBD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman

kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka tercapainya tujuan bernegara.
Pasal 122 C

Pemerintah Dacrah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya
scjalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Dacrah, sebagai landasan penyusunan
RAPBD kepada DPRD paling lambat pertengahan Juni tahun berjalan.

DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Dacrah

dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah
Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah membahas prioritas dan plafon

anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 122D

Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku

pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan
prestasi kerja yang akan dicapat.

Rencana kerja dan anggaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan

prakiraan belanja untuk tahun berikutnya sctelah tahun anggaran yang sudah disusun.

Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola
keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD tahun berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 122 E

Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Dacrah tentang APBD, disertai
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama

bulan Oktober tahun scbelumnya.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan

undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
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DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah pencrimaan dan

pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Dacrah tentang APBD.

Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD  dilakukan paling lambat satu  bulan sebelum tahun  ang-

garan yang bersangkutan dilaksanakan.
APBD yang disctujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi,

program, kegiatan dan jenis belanja.

Dalam hal DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Dacrah scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah
dapat melaksanakan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran

sebelumnya.

PASAL 1

1. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Pasal 16, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 56 ayat (6), Pasal
122 Keputusan DPRD Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD
Kabupaten Cirebon dan Pasal 40 Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Keputusan DPRD Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib
DPRD Kabupaten Cirebon dinyatakan tidak berlaku.

2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Juli 2006

:RWAKILAN RAKYAT DAERAH



